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This study aims to test and prove the effect of local revenue, special allocation funds, 
and general allocation funds on the financial performance of city or district 
governments in Central Java Province. This research topic is important to study 
because it is able to measure the performance of local governments in managing 
regional finances. This study uses quantitative methods with a total of 105 data from 
35 samples of city or district governments in Central Java Province 2019 - 2021. The 
data analysis technique used is a structural equation model (SEM) with partial least 
square (PLS) analysis with the SmartPLS tool. The results prove that local revenue and 
special allocation funds are unable to contribute to the financial performance of local 
governments due to unbalanced expenditure budgets and revenue budgets. Local 
governments must conduct an evaluation each year so that the expenditure and 
revenue budgets can be balanced, while the general allocation fund is able to 
contribute to the financial performance of local governments because local 
governments have full authority in using the budget allocation. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh dari pendapatan 
asli daerah, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Topik penelitian ini 
penting untuk dikaji karena mampu mengukur kinerja pemerintah daerah dalam 
mengelola keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 
jumlah data sebanyak 105 dari 35 sampel pemerintah kota atau kabupaten di Provinsi 
Jawa Tengah 2019-2021. Teknik analisis data yang digunakan adalah structural 
equation model (SEM) dengan analisis partial least square (PLS) dengan alat SmartPLS. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus 
tidak mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah 
dikarenakan anggaran belanja dan anggaran pendapatan yang tidak berimbang. 
Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi tiap tahunnya agar anggaran belanja dan 
pendapatan bisa berimbang, sedangkan dana alokasi umum mampu memberikan 
kontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dikarenakan pemerintah 
daerah memiliki kewenangan sepenuhnya dalam meggunakan alokasi anggaran 
tersebut. 
 

I. PENDAHULUAN 
Pemerintahan Indonesia pada masa orde baru 

menganut sistem sentralisasi. Nuradhawati 
(2019) menjelaskan bahwa sistem sentralisasi 
adalah memusatkan seluruh wewenang kepada 
yang berada di posisi puncak dalam struktur 
organisasi (pemerintah pusat). Pemerintah 
daerah tidak memiliki kekuasaan dalam menga-
rut daerahnya. Hal ini menyebabkan terjadinya 
ketimpangan pembangunan di Indonesia, 
pembangunan hanya terjadi di sekitar pusat 
pemerintahan sedangkan daerah lainnya tidak 
mendapatkan pembangunan. Masyarakat di 
daerah yang mengalami ketimpangan terus 
melakukan penekanan sampai pada akhirnya 
pemerintah pusat menerapkan sistem desentra-

lisasi dan membuat kebijakan yaitu otonomi 
daerah. 

Landasan hukum otonomi daerah pada saat 
itu adalah Undang Undang (UU) No 22 Tahun 
1999 tentang pemerintahan daerah yang 
menjelaskan bahwa daerah diberi kekuasaan 
untuk melakukan otonomi daerah. Tahun 2004 
landasan hukum otonomi daerah diperbarui 
menjadi Undang Undang No 33 Tahun (2004) 
dan pada tahun 2014 mengalami pembaruan 
menjadi Undang Undang No 23 (2014). Undang 
Undang No 23 (2014) tentang otonomi daerah 
menjelaskan bahwa pemerintah daerah 
mempunyai wewenang lebih dalam menyeleng-
garakan urursan pemerintahannya yang dimulai 
dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengen-
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dalian, dan juga evaluasi. Nurkhayat (2018) 
menjelaskan bahwa dengan adanya otonomi 
daerah diharapkan masing masing daerah bisa 
menciptakan sumber sumber penerimaannya 
sendiri. 

Pemerintah daerah dalam menyusun 
anggaran juga harus memperhatikan penghasilan 
daerahnya sendiri atau yang biasa disebut 
dengan pendapatan asli daerah (PAD). Undang 
Undang No 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa 
PAD adalah pendapatan yang dipungut oleh 
daerah berdasarkan peraturan daerah yang 
sesuai dengan undang undang yang berlaku. 
Pendapatan lain yang bisa digunakan dalam 
anggaran belanja daerah adalah dana perimba-
ngan dari pemerintah pusat. Dana perimbangan 
ini merupakan dana bantuan pemerintah pusat 
dalam rangka penyelengaraan desentralisasi dan 
otonomi daerah untuk dapat menyamaratakan 
kemampuan keuangan tiap daerah dalam 
penyelengaraan urusan pemerintah daerahnya. 
Dana perimbangan bersumber dari pendapatan 
anggaran pendapatan dan juga belanja negara 
(APBN). Undang undang menjelaskan bahwa 
terdapat tiga macam dana perimbangan yaitu 
dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan 
dana bagi hasil. 

Undang Undang No 33 Tahun 2004 
menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) 
merupakan dana yang berasal dari pendaparan 
APBN yang dialokasikan untuk pemerataan 
kemampuan keuangan antar daerah untuk 
memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi Khusus 
(DAK) merupakan dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 
daerah untuk membantu mendanai kegiatan 
khusus yang merupakan urusan daerah dan 
sesuai dengan prioritas pembanguna nasional. 
Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa pengu-
kuran kinerja keuangan pemerintah daerah juga 
bisa menjadi bahan evaluasi agar kedepannya 
pemerintah daerah bisa membenahi mengenai 
sistem kerjanya. Alat yang digunakan untuk 
menganalisis kinerja keuangan pemerintah 
daerah adalah penerapan rasio keuangan 
terhadap anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD). Rasio yang bisa digunakan dalam 
menganalisis kinerja adalah rasio kemandirian 
keuangan daerah, rasio efisiensi, rasio 
pertumbuhan, dan rasio efektivitas. 

Isna (2022) menjelaskan bahwa jawa tengah 
sebagai provinsi terbesar ketiga di Pulau Jawa 
pada tahun 2022 dinobatkan sebagai provinsi 
termiskin kedua di pulau jawa setelah Jogjakarta. 

Provinsi yang terdiri dari 35 kabupaten dan kota 
ini memiliki produk domestik regional bruto 
(PDRB) yang rendah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Diagram Efisiensi Keuangan Daerah 
 
Gambar 1 menunjukkan mengenai efisiensi 

keuangan pemerintah daerah beberapa kota atau 
kabupaten yang berada di jawa tengah. Diagram 
tersebut menggambarkan dalam rentang waktu 
tiga tahun (2019,2020,2021) masih banyak 
pemerintah daerah yang mencatatkan nilai 
dibawah satu yang artinya banyak pemerintah 
daerah belum membelanjakan uangnya dengan 
efektif. Nilai yang baik bagi pemerintah daerah 
adalah dibawah satu yang mana menandakan 
bahwa pemerintah daerah sudah membelanjakan 
dengan efektif. Melihat kinerja keuangan 
pemerintah daerah merupakan hak setiap 
masyarakat daerah tersebut untuk memastikan 
bahwa uang yang sudah mereka bayarkan 
digunakan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. 
Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang 
disampaikan oleh Jensen & Meckling (1976), 
teori keagenan merupakan suatu kontrak dimana 
satu atau lebih orang (principal) memerintah 
orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa 
atas nama principal. Principal yang dimaksud 
adalah masyarakat dan agen yang dimaksud 
adalah pemerintah. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari 
penelitian sebelumnya oleh Machmud & Radjak 
2018) & (Verawaty et al 2020) yang masih 
memiliki perbedaan hasil penelitian. Penelitian 
yang dilakukan (Machmud & Radjak 2018) 
menunjukkan bahwa PAD dan DAU memiliki 
pengaruh tidak signifikan pada kinerja keuangan 
daerah sedangkan DAK memiliki pengaruh 
signifikan pada kinerja keuangan daerah 
penelitian ini dilakukan di kabupaten Gorontalo. 
Penelitian yang dilakukan oleh (Verawaty et al., 
2020) menunujukkan bahwa PAD memiliki 
pengaruh signifikan pada kinerja keuangan 
daerah sedangkan DAK dan DAU tidak memiliki 
pengaruh signifikan pada kinerja keuangan 
daerah penelitian dilakukan pada kota atau 
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kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. 
Penelitian ini juga dilakukan untuk melihat 
bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah 
di Jawa Tengah setelah dinyatakan sebagai 
provinsi termiskin kedua di pulau jawa. 
 

II. METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 
2019) menjelaskan bahwa metode penelitian 
kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 
penelitian yang berlandasan pada filsafat 
positivisme, digunakan untuk meneliti pada 
populasi atau sampel tertentu, analisis data 
bersifat kuantitatif dengan tujuan menguji 
hipotesis yang telah ditetapkan 

 

B. Populasi dan Sampel 
Populasi menurut (Sugiyono, 2019) adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas 
subjek/objek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan ditarik 
kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini 
dibagi menjadi dua yaitu populasi secara 
umum dan populasi target. Populasi secara 
umum adalah pemerintah kota dan kabupaten 
di pulau jawa dan populasi target pemerintah 
kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 
Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling dan mendapatkan sampel 
sebanyak 35 pemerintah kota atau kabupaten. 

 

C. Definisi Operasional Variabel  
1. Pendapatan Asli Daerah (X1) 

Pendapatan asli daerah merupakan 
salah satu pendapatan yang bisa 
dimanfaatkan oleh pemerintah daerah agar 
daaerahnya bisa melakukan pembangunan 
serta peningkatan pelayanan publik. 
Menghitung pendapatan asli daerah pada 
penelitian ini menggunakan skala nominal 
dengan melihat nominal pendapatan asli 
daerah pada laporan realisasi anggaran 
pemerintah kota atau kabupaten. 

2. Dana Alokasi Khusus (X2) 
Dana alokasi khusus merupakan salah 

satu dana transfer dari pemerintah pusat 
yang bertujuan untuk membantu mendanai 
kegiatan khusus di daerah tersebut yang 
sesuai dengan pembangunan nasional. 
Menghitung dana alokasi khusus pada 
penelitian ini menggunakan skala nominal 
dengan melihat nominal dana alokasi 

khusus pada laporan realisasi anggaran 
pemerintah kota atau kabupaten. 

3. Dana Alokasi Umum (X3) 
Dana alokasi umum termasuk dalam 

salah satu dana transfer dari pemerintah 
pusat yang bertujuan membantu mendanai 
meratakan kemampuan keuangan tiap 
daerah sebagai perwujudan pelaksanaan 
desentralisasi. Menghitung dana alokasi 
umum pada penelitian ini menggunakan 
skala nominal dengan melihat nominal 
dana alokasi umum pada laporan realisasi 
anggaran pemerintah kota atau kabupaten. 

4. Kinerja Keuangan Pemerintah 
Daerah (Y) 

Kinerja keuangan pemerintah daerah 
merupakan pengukuran suatu organisasi 
pemerintah dalam melakukan pengelolaan 
keuangan daerahnya. Menghitung variabel 
kinerja keuangan pemerintah daerah 
dalam penelitian ini menggunakan rasio 
efisiensi keuangan daerah dengan skala 
rasio yang rumusnya sebagai berikut: 
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah =  

 
 
 

Alasannya dipilih rasio efisiensi 
keuangan daerah untuk dapat menghitung 
kinerja keuangan pemerintah daerah 
karena rasio tersebut bisa menggambarkan 
perbandingan antar besarnya biaya yang 
dikeluarkan untuk memperoleh pendapa-
tan dengan realisasi pendapatan yang 
diterima. Kriteria rasio efisiensi kinerja 
keuangan dijelaskan oleh (Mahsun, 2012) 
sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Kriteria Rasio Efisiensi Keuangan 
Daerah 

 

Kriteria Efisiensi Presentase 
Efisiensi 

100% keatas Efektif 
100% Efektif berimbang 
Kurang dari 100% Tidak Efektif 

Sumber: Mahsun (2012) 
 

D. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data dalam penelitian ini 

mengunakan model Structural Equation Model 
(SEM) dengan analisis Partial Least Square 
(PLS) dengan alat SmartPLS. Ada tiga 
pengujian yang dilakukan yaitu analisa outer 
model, analisa inner model, dan uji hipotesis. 
Analisa outer model dilakukan uji reliabilitas 
dan uji validitas. Uji reliabilitas pada penlitian 
ini menggunakan cronchbach alpha dan 
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composite reliability. Menurut (Ghozali & 
Latan, 2015) menjelaskan bahwa jika nilai 
cronchbach alpha dan composite reliability > 
0,70 maka variabel dinyatakan reliabel. Uji 
validitas pada penelitian ini menggunakan 
convergent validity dan discriminant validity. 
Menurut (Ghozali & Latan, 2015) dalam 
pengujian convergent validity dilakukan 
dengan menilai outer loading diharapkan 
nilainya > 0,70 dengan begitu data dinyatakan 
valid. Pengukuran discriminant validity 
dengan cara melihat croos loading dan 
pengukuran square root of average variance 
ectracted (AVE) harus lebih besar dari 0,50 
analisa inner model menurut (Ghozali & Latan, 
2015) dapat dilakukan dengan R-Squares (R2) 
untuk konstruk dependen. Menilai R-Square 
ada tiga macam yaitu 0.75, 0.50, 0.25 yang 
artinya bahwa 0.75 berarti model kuat 0.50 
berarti model moderate 0.25 berarti model 
lemah. Uji hipotesis digunakan untuk menilai 
pengaruh variabel independen secara ter-
pisah. Tingkat kepercayaan yang digunakan 
adalah 95% sehingga tingkat presisi atau 
batas ketidakakuratan sebesar () = 5% 
sehingga: 
1. Jika nilai p value > , maka H0 gagal ditolak 

dan Ha ditolak. 
2. Jika nilai p value < , maka H0 

ditolak dan Ha diterima. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 

1. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas pada penelitian ini meng-

gunakan nilai composite reliability dan 
cronbach’s alpha. Indikator yang dikatakan 
reliabel harus memiliki nilai composite 
reliability dan cronbach’s alpha > 0,70 
berikut ini merupakan nilai masing masing 
variabel pada penelitian ini: 

 

Tabel 2. Uji Reliabilitas 
 

Variabel 
Composite 
Reliability 

Cronbach’s 
Alpha 

Ket. 

X1 1,000 1,000 Reliabel 
X2 1,000 1,000 Reliabel 
X3 1,000 1,000 Reliabel 
Y 1,000 1,000 Reliabel 

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS (2023) 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai 
Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha 
pada penelitian ini sebesar 1,000 yang 
mana itu melewati batas minimum yaitu > 

0,70 maka dapat disimpulkan bahwa 
variabel pada penelitian ini reliabel. 

 

2. Uji Convergent Validity 
Uji convergent validity menggunakan 

nilai outer loading dan nilai average 
variance extracted (AVE). Nilai minimum 
pada masing masing variabel agar dikata-
kan valid adalah > 0,70 untuk outer loading 
dan > 0,50 untuk average variance 
extracted (AVE). Berikut ini merupakan 
nilai outer loading pada masing masing 
variabel penelitian: 

 

Tabel 3. Uji Convergent Validity 
 

 X1 X2 X3 Y 
X1 1,000    
X2  1,000   
X3   1,000  
Y    1,000 

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS (2023) 
 

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai outer 
loading masing masing variabel memenuhi 
kriteria yang telah ditetapkan dan juga 
mendapatkan nilai sebesar 1,000 pada tiap 
variabelnya. Berikutnya nilai average 
variance extracted (AVE) pada masing 
masing variabel penelitian: 

 

Tabel 4. Nilai AVE 
 

 AVE 
X1 1,000 
X2 1,000 
X3 1,000 
Y 1,000 

Sumber: Data diolah 
dengan SmartPLS (2023) 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai AVE 
pada penelitian ini memenuhi kriteria 
maka dapat dikatakan bahwa variabel pada 
penelitian ini valid dan telah memenuhi uji 
convergent validity. 

 

3. Uji Discriminant Validity 
Uji discriminant validity dapat dilihat 

dari nilai cross loading dengan kriteria 
yaitu nilai loading yang diukur lebih besar 
dibanding nilai loading ke konstruk lain. 
Berikut ini merupakan nilai cross loading 
pada masing masing variabel penelitian: 

 

Tabel 5. Uji Discriminant Validity 
 

 X1 X2 X3 Y 
X1 1,000 0,882 0,765 -0,108 
X2 0,882 1,000 0,843 -0,209 
X3 -0,108 -0,209 1,000 -0,096 
Y 0,765 0,843 -0,096 1,000 

Sumber: Data Diolah dengan SmartPLS (2023) 
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Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai cross 
loading masing masing variabel memiliki 
nilai yang lebih besar dibanding variabel 
lainnya dan telah memenuhi persyaratan 
maka dapat disimpulkan bahwa variabel 
valid. 

 

4. Koefisien Determinasi (R2) 
Uji koefisien determinasi dilakukan 

untuk melihat seberapa besar pengaruh 
variabel independen terhadap variabel 
dependen. Berikut nilai koefisien deter-
minasi pada penelitian ini: 

 

Tabel 6. Koefisien Determinasi 
 

 R Square R Square Adjusted 
Y 0,107 0,081 

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS (2023) 
 

Tabel 6 menunjukkan bahwa variabel Y 
(kinerja keuangan pemerintah daerah) 
memiliki nilai 0,107 (10,7%) yang artinya 
bahwa pendapatan asli daerah, dana 
alokasi khusus, dana alokasi umum mampu 
mempengaruhi variabel Y sebesar 10,7% 
sedangkan sisanya 89,3% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 

 

5. Uji Hipotesis 
Menguji hipotesis pada penelitian ini 

menggunakan prosedur bootstrapping dan 
dengan melihat p value. Nilai p value yang 
dapat diterima adalah <0,05 jika p value 
memiliki nilai diatas >0,05 maka hipotesis 
tersebut ditolak. Berikut ini merupakan 
nilai p value pada penelitian ini: 

 

Tabel 7. Uji Hipotesis 
 

 P Value Hasil 
X1 0,223 Ditolak 
X2 0,692 Ditolak 
X3 0,020 Diterima 

Sumber: Data diolah dengan 
SmartPLS (2023) 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa dari tiga 
hipotesis yang diajukan hanya satu 
hipotesis yaitu X3 yang bisa diterima 
karena nilainya dibawah <0,05 sedangkan 
dua sisanya (X1 dan X2) ditolak. Maka dapat 
disimpulkan bahwa variabel dana alokasi 
umum memiliki pengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah sedangkan pendapatan asli daerah 
dan dana alokasi khusus tidak memiliki 
pengaruh positif terhadapa kinerja 
keuangan pemerintah daerah. 

6. Hasil Interpretasi Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis untuk mengetahui 

pengaruh pendapatan asli daerah, dana 
alokasi khusus, dan dana alokasi umum 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
kota dan kabupaten Provinsi Jawa Tengah 
dilakukan menggunakan dengan uji p value 
dalam metode pengujian pls dengan 
menggunakan bantuan software smartPLS 
diperoleh hasil berikut: 
a) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

terhadap Kinerja Keuangan pemerintah 
daerah dapat disimpulkan bahwa pen-
dapatan asli daerah tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan. 
Hal tersebut dapat dilihat dari nilai p-
value 0,223 lebih besar dari tingkat 
signifikansi 5%. Tingkat signifikansi 
yang menunjukkan 0,223 > 0,05 Dapat 
disimpulkan variabel pendapatan asli 
daerah tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah sehingga hipotesis (H1) ditolak. 
Hasil tersebut menggambarkan bahwa 
pendapatan asli daerah pemerintah kota 
atau kabupaten jawa tengah tidak 
memiliki peran yang signifikan dalam 
meningkatkan kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 

b) Pengaruh dana alokasi khusus terhadap 
Kinerja Keuangan pemerintah daerah 
dapat disimpulkan bahwa dana alokasi 
khusus tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut 
dapat dilihat dari nilai p-value 0,692 
lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. 
Tingkat signifikansi yang menunjukkan 
0,692 > 0,05 Dapat disimpulkan variabel 
dana alokasi khusus tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah sehingga hipotesis 
(H2) ditolak. Hasil tersebut menggam-
barkan bahwa dana alokasi khusus yang 
diberikan oleh pemerintah pusat tidak 
memiliki peran yang signifikan dalam 
meningkatkan kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 

c) Pengaruh dana alokasi umum terhadap 
Kinerja Keuangan pemerintah daerah 
dapat disimpulkan bahwa dana alokasi 
umum berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan. Hal tersebut dapat 
dilihat dari nilai p-value 0,020 lebih 
kecil dari tingkat signifikansi 5%. 
Tingkat signifikansi yang menunjukkan 
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0,020 < 0,05 Dapat disimpulkan variabel 
dana alokasi umum berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah sehingga hipotesis 
(H3) diterima. Hasil tersebut meng-
gambarkan bahwa dana alokasi umum 
yang diberikan oleh pemerintah pusat 
memiliki peran yang signifikan dalam 
meningkatkan kinerja pada keuangan 
pemerintah daerah. 

 
B. Pembahasan 

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terha-
dap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pendapatan asli daerah tidak berpengaruh 
signifikan pada kinerja keuangan 
pemerintah daerah. Menghitung kinerja 
keuangan dalam penelitian ini mengguna-
kan rasio efisiensi keuangan daerah dan 
banyak pemerintah kota dan kabupaten 
yang mendapatkan nilai dibawah satu yang 
mana hal ini menandakan bahwa efisiensi 
keuangan daerah tidak berimbang. 
Pemerintah daerah harus menganggarkan 
ulang anggarannya karena pemerintah 
kota dan kabupaten yang mendapatkan 
nilai dibawah satu memiliki perbedaan 
yang sangat jauh dalam anggaran pendapa-
tan daerahnya dan anggaran belanjanya. 
Hipotesis yang tidak diterima ini juga tidak 
bisa menjelaskan mengenai teori agensi 
oleh Jensen & Meckling (1976) dimana 
agen atau pemerintah kota atau kabupaten 
yang menyelenggarakan pemerintahan 
bertanggung jawab kepada principal atau 
masyarakat tetapi pada kenyataanya agen 
kurang bertanggung jawab dalam 
menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini 
karena agen selaku penyelenggara tidak 
bisa menyesuaikan anggaran belanja dan 
anggaran pendapatan pemerintahnya. 
Agen seharusnya bisa mengevaluasi angga-
ran belanja yang dianggarkan tiap tahun 
agar ada penyesuaian antara anggaran 
pendapatan dan belanjanya sehingga tidak 
terdapat gap yang terlalu jauh diantara 
keduanya. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung 
penelitian yang dilakukan oleh Verawaty et 
al (2020) yang mana variabel pendapatan 
asli daerah berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah, begitu juga dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Wahyudin & Hastuti (2020) 

yang mendapatkan pengaruh signifikan 
pada pendapatan asli daerah terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil 
penelitian ini mendukung penelitian yang 
dilakukan oleh Astarani & Pratika (2022) 
yang menyatakan bahwa pendapatan asli 
daerah tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. 

 

2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dana alokasi khusus tidak berpengaruh sig-
nifikan pada kinerja keuangan pemerintah 
daerah. Dana alokasi khusus dialokasikan 
dengan melihat kriteria umum yaitu 
penerimaan umum APBD dikurangi belanja 
pegawai negeri sipil daerah. Melihat 
kinerja keuangan pemerintah daerah yang 
tidak efisien dikarenakan pendapat asli 
daerah dan belanja daerah yang tidak 
berimbang. Penganggaran perlu diperhati-
kan dalam tiap tahunnya karena hal 
tersebut juga akan memberikan efek 
kepada hal lainnya terutama anggaran 
dana alokasi khusus yang didapatkan dari 
pemerintah pusat. Teori agensi oleh Jensen 
& Meckling (1976) yang dikaitkan dengan 
penelitian ini belum bisa menjelaskan 
karena pemerintah pusat dalam hal ini 
selaku principal dan pemerintah kota atau 
kabupaten selaku agen. Dana alokasi 
khusus merupakan dana yang diberikan 
oleh pemerintah pusat untuk membantu 
mengurangi kesenjangan antar daerah.  

Hasil penelitian ini tidak mendukung 
penelitian yang dilakukan oleh Priyono et 
al (2020) dimana dana alokasi khusus 
memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah dan 
juga penelitian yang dilakukan oleh 
Machmud & Radjak (2018) dimana dana 
alokasi khusus juga memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah. Hasil penelitian ini 
mendukung penelitian yang dilakukan oleh 
(Ardhana, 2023) yang menyatakan bahwa 
dana alokasi khusus tidak memiliki 
pengaruh signifikan pada kinerja keuangan 
pemerintah daerah. 

 

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap 
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dana alokasi umum berpengaruh signifikan 
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pada kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Dana alokasi umum yang merupakan dana 
transfer dari pemerintah pusat yang dalam 
pengelolaannya pemerintah daerah ber-
wenang dalam menentukan pemakaiannya 
jika pengunannya bisa maksimal maka 
dana transfer ini bisa membantu dalam 
penyelengaraan pemerintah daerah. 
Penelitian ini menggunakan teori agensi 
oleh Jensen & Meckling (1976) pemerintah 
pusat selaku principal dan pemerintah kota 
atau kabupaten selaku agen. Pemerintah 
kota atau kabupaten disini mendapatkan 
dana bantuan dari pusat berupa dana 
alokasi umum yang mana dana ini diguna-
kan untuk menyamaratakan dan mengejar 
ketinggalan antar daerah. Pemeritah pusat 
memberikan dana ini dalam membantu 
menyelanggarakan otonomi daerah. 
Pemerintah daerah lebih leluasa dalam 
menggunakan dana alokasi umum, 
pemerintah daerah bisa memilih sendiri 
mau dialokasikan ke bagian apa tidak 
seperti dana alokasi khusus yang penggu-
naannya sudah ditetapkan oleh pemerintah 
pusat. Hal itu juga yang membuat dana 
alokasi umum memiliki pengaruh terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah 
karena bisa digunakan dengan bebas dan 
pemerintah daerah mengerti bagian mana 
saja di daerahnya yang perlu dapat alokasi 
dana lebih untuk pembangunan. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh indah & 
Halmawati (2021) yang menyatakan 
bahwa variabel dana alokasi umum 
memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah dan 
juga penelitian yang dilakukan oleh 
Priyono et al (2020) yang menyatakan 
bahwa variabel dana alokasi umum juga 
memiliki pengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil 
penelitian ini berbeda dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Machmud & Radjak 
(2018) yang menyatakan dana alokasi 
umum berpengaruh tidak signifikan. 

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
Pendapatan asli daerah tidak memiliki 

pengaruh terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah dikarenakan jika melihat 
anggaran pendapatan dan belanja yang 
dianggarkan oleh pemerintah daerah memiliki 

perbedaan yang sangat jauh perbandingan-
nya. Dana alokasi khusus tidak memiliki 
pengaruh terhadap kinerja keuangan. Dana 
alokasi khusus tidak memiliki pengaruh 
terhadap kinerja keuangan pemerintah 
daerah. dan alokasi khusus yang pengunaan-
nya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat 
belum bisa dimanfaatkan dengan baik oleh 
pemerintah kota atau kabupaten Dana alokasi 
umum memiliki pengaruh terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah. dana alokasi 
umum memiliki sifat penggunaan yang 
fleksibel sehingga memungkinkan bagi 
pemerintah kota atau kabupaten dalam 
meranggarkan pengunaanya secara maksimal 
karena pemerintah kota atau kabupaten bisa 
menggunakan dana alokasi umum ini dalam 
mengejar ketertinggalan dalam berbagai 
aspek dengan daerah lain sehingga dengan 
begitu kinerja keuangan di daerah bisa 
meningkat. 

 
B. Saran 

Pemerintah daerah harus mengevaluasi 
tiap tahun mengenai anggaran belanja dan 
anggaran pendapatan daerahnya agar tidak 
ada ketimpangan dalam anggaran pendapatan 
yang sudah dianggarkan dan anggaran 
belanjanya. Pemerintah daerah juga harus 
bisa memaksimalkan dana alokasi umum yang 
diberikan oleh pemerintah pusat agar bisa 
mengatasi kekurangan di daerahnya. Bagi 
peneliti berikutnya diharapkan menggunakan 
nilai rasio lain untuk menghitung kinerja 
keuangan pemerintah daerah karena meng-
hitung kinerja keuangan tidak terbatas hanya 
satu rasio saja untuk itu bisa menggunakan 
rasio lain. 
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